1.

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : JI. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor 1180/PM.00.02/K.JT-33/07/2024 Semarang, 17 Juli 2024
Sifat Penting
Lampiran -
Perihal Imbauan
Kepada Yth.
Dandim 0733/BS Kota Semarang
Di
Tempat
Dasar Hukum:
a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum,;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
f.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan



dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan
pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan
pelanggaran pemilihan, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran
terhadap Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Kota Semarang, maka
dengan ini Bawaslu Kota Semarang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 34 Tahun
2004, berbunyi :

“Prajurit dilarang terfibat dalam :

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;

2. kegiatan politik praktis;

3. kegiatan bisnis;

4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legisiatif dalam pemilihan umum dan
Jjabatan politis lainnya.”

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, berbunyi : “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil
negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon.”

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai
dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai
dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf angka 2 di atas, Bawaslu Kota Semarang

mengimbau:

a. Setiap Anggota TNI di wilayah Kota Semarang agar menjaga integritas dan
profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah
pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan
atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan baik sebelum maupun
setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;

b. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik
sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil
Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun
program-program pemerintah; dan

c. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-
masing terkait dengan Netralitas TNI di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,
dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
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d. Pelanggaran ketentuan netralitas TNI di Kota Semarang dapat dikenai sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
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Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Semarang



